12, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dacrah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016

Nomor 7 Serl D);
13.  Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis Pengesahan Rencana Tapak/Siteplan (Berita Dacrah Kota Bogor

Nomor 35 Tahun 2014 Seri E):
14, Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Garls Sempadan Bangunan

di Kota Bogor (Berila Dacrah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 15 Serl E),

15. Peraturan Wall Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Retribust 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Dacrah Tahun 2019 Nomor 1 Seri
C)

16.  Peraturan Wall Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelayunan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita
Dacrah Kota Bogor Tahun 2020 Nomeor 39 Seri E);

17.  Peraturan Wall Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berila Dacrah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Serl
E)

18.  Peraturan Wall Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2020 Nomor 121 Serl E).

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
KESATU : Pemberian lzin Mendirikan Bangunan kepada:
Nama £ Yayasan Nur Insan Zafirah
Untuk : Mendirikan Bangunan Taman Kanak-kanak
Lokasi Bangunan 2 Kp. Parung Banteng RT. 07 RW. 01, Kel. Katulampa, Kec.
Bogor Timur, Kota Bogor
Luas Bangunan 1 328.87 m?
KEDUA . Pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan tarif Retribusi

sebesar Rpl10.410.019
(Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Belas Rupiah)

KETIGA : Gambar RencanaBangunan dan Gambar Lokasl Bangunan Merupakan Lampiran yang
tidak terpisahkan darl keputusan ini, bilamana dalam pelaksanaan Pembangunannya
tidak sesuai dengan rencana bangunan yang telah di setujul, maka bangunan yang
melanggar dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan lzin, dan
sanl¢si polisional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 15 Desember
2021

Eepala,

Drs. FIRDAUS, M.Si.
Pembina Utama Muda
19671226 198603 1 002

Tembusan :
1. Wali Kota Bogor:
2. Kepala Perangkat I Yacrah Terkait
di Lingkungan Pemerintah Kola Bogor.
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7468.AH.01.04.Tahun 2013

\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\k\

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Milasari Rokayah, SH., M.Kn Nomor 3/XI/N/2013
tanggal 11 November 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan
vang diterima tanggal 12 November 2013; -

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga

; dapat disahkan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;

5 Peraturan Menter Hikum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.0¢ ©* T+hun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hel . ’anusia Republik Indonesia;

LT EMUTUSKAN

\\\\\\\\\\\\\\\\\‘.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&\“\\\‘\\\\\\\\ﬂ\\\\“
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Menetapkan .
PERTAMA : Memberikan Pengcsahaii Akta Pendirian :
YAYASAN PENDIDIKAN NUR INSAN ZAFIRAH
NPWP : 03.330.173.0.404.000

Berkedudukan di Jalan Tumenggung Wiradiredja Gang Saninten, Kampung Kebon
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor
Kota Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 28 Oktober 2013 yang
SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

MR
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\m\m

Awi,

Utara,
dibuat oleh Notaris Milasari Rokayah,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘i\\\\\\\\\‘%\\\\\\\\\\\\\\

KE.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2013
A.n. MENTERI HUKUM DAN HA ASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDE TRASI HUKUM UMUM
DR. J SH., MH
.(v._ _\_':\:l‘ £
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KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT

Nemer Pelek Sokelah Neslenal

70023888

Diberikan Kepada :

TK ADHIKA

Jalan Parung Bzanteng Gg. Reret | RT 007 RW 001
Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur Prov. Jawa Barat
SK ljin Operasional : 421-0014-IPPSP TAHUN 2021

Tanggal SK ljin Operasional : 31 Desember 2021

Bogor, 25 Januari 2022

Z-Bfs. HANAFI, M.Si
NIP. 19670712 198801 1 002

Rl o -
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MEMUTUSKAN:

Menctapkan
KESATU : Memberikan lzin Pendirian Program atan Satuan Pendidikan TK Swasta kepada:
Nama : Deny Raharja Avvwar, S H., M. Pd.
Nama Yayasan : Yayasan Nur Insan Zafirah
Alamat Yayasan 1 J1 Parung Hanteng, Gg Reret 1| Rt 007 Rw. 001 Kel. Katulampa Kec.
Bogor Timur Kota Nogor, Kota Bogor, Jawa Barat
Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Radhika
Alamat Sekolah ¢ JI. Parung Banteng, Gg. Reret | RT. 007 RW. 001, Kel. Katulampa. Kee.
Bogor Timur, Kola Bogor
KEDLUA > h!:mnkmrnﬂ inn scbhagaim dimaksud dal Diktum KESATU mempunyal kewajiban sebagal
ut:

A Mematubt ketentuan peraturan perundang-undangan;
b, Membuat laporan sccara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor

KETIGA ¢ Apabila [zin Pendirtan Program atau Satuan Pendidikan inl tidak memenuhi sebag fimaksud
pada Diktum KEDUA. maka akan diberikan pencabutan izin kemball sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ¢ lzin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan int berlaku scjak tanggal ditetapkan dan berlaku
selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hastl monitoring dan evaluasi dan Dinas
Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang undangan;

RELIMA : Pembinaan dan pengawasan lzin Pendirfan Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta menjad!
wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor:
KEENAM : Keputusan int mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 31 Desember 2021
Eepala,
Drs, FIRDAUS, M, Si,
Pembina Utama Muda

19671226 198603 1 002

Tembusan :
1. Yth. Wali Kota Begor (Sebagal Laporan),
2 Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
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PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1, Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0281) 8321076 ext.240 BOGOR - 16121
Emall : perizinan@kotabogor.go.id website : https://perizinan.kotabogor.go.1d
-

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 421-0014-IPPSP TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TK SWASTA
KEPADA YAYASAN NUR INSAN ZAFIRAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

Menimbang ¢ a. Bahwa sesual dengan permohonan dari DENY RAIARJA ANWAR, S 1L, M. PD. lelah
mengajukan permobionan lzn Pendirian Program atau Satuan Pendidilkan TK Swasta dengan
nomor pendafluran 211229.1PPSP, 00026 tanggal 30 Desember 2021

b,  Buhwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitlan
administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nastonal (Lembaran Negara
Republik Indonesta Taliun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor585);

3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 13 Tahun 2015 (entang perubahan kedua
alas Peraluran Pemerinltah Nomor 19 Tahun 2005 lenlang Slandar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrast Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

5. Peruturan Menlert Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan HKebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor B96);

8. Peraturan Dacrah Kota Bogor Nomor 13 Talun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan {Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)

[E]

=1

10. Peraturan Wall Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E};

11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Dacrah Kota Bogor Tahun
2020 Nomor 39 Ser EJ;

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bogor (Berita Dacrah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E):

Cotaton :
Na. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 . tat
. :g!mﬂ El k dan/atau a Flekronik dan/otau hosilcetakannyo merupakan alat buktl hukum yang sah: E‘:r:mt asi
’ ini telah ditand I secara elektronlk menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 9 | Elektronik
* Suratini dapat dibuktikan keaslianny japat di https://perizinan.h go.d _
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